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BAB IlI

PENUTUP

Kesimpulan

Apabila seorang diplomat asing melakukan kekerasan seksual
kepada warga Negara Indonesia di Negara penerima maka tindakan yang
dapat dilakukan oleh Indonesia selaku Negara penerima dalam bentuk
tanggung jawab kepada warga Negara penerima adalah menyatakan pejabat
diplomati Belanda tersebut sebagai persona non grata, diplomat tersebut
dipecat dari jabatannya dan meminta Belanda selaku Negara pengirim
untuk memanggil pulang ke Negara pengirim serta mengadili dan
menghukum pejabat diplomatiknya menurut hukum Negara pengirim, dan
melakukan pengusiran atas pejabat diplomatik yang terbukti melakukan

kekerasan seksual kepada warga Negara penerima.

Saran

Perlu saling mengontrol atau mengefektifkan antara kedua Negara
dalam hal perjanjian bilateral khususnya hal menyangkut diplomat dalam
menjalankan tugasnya sebagai representasi Negara pengirim agar makin
transparan dalam menyikapi peyalahgunaan kekebalan diplomat, Negara
penerima dan Negara pengirim harus bersikap tegas, objektif dan sportif,
dalam menangani penyalahgunaan yang tejadi serta dalam mengambil

tindakan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan.



58

Selain itu, sebelum mengangkat sesorang menjadi pejabat diplomatik yang
akan dikirim sebagai anggota missi ke Negara penerima, Kementrian Luar
Negeri perlu melakukan seleksi dan pembinaan yang sungguh-sungguh
sehingga yang terpilih adalah orang yang benar-benar pantas tidak saja
dalam kemampuan diplomasi dan intelektual tetapi juga pantas dalam

ukuran moralitasnya.
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